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ABSTRACT 

This study aims to determine the investigator's treatment of suspected criminal acts in the investigation process 
and to find out the policies provided by the Police to prevent violence in the investigation process against 
suspected criminal acts in the jurisdiction of the Lumajang Resort Police. The research method used is a juridical 
empirical research with a sociological juridical approach. The location of the research was carried out at the 
Lumajang Police Resort, especially in the Criminal Investigation Unit, where the location is a place for handling 
criminal acts in the investigation process. This study resulted, first, the treatment of investigators against 
suspected criminals in the investigation process at the Criminal Investigation Unit of the Resort Police (Polres) 
of Lumajang Regency was in accordance with existing regulations. But on the other hand, sometimes 
investigators also lack or even do not provide information about the rights obtained by the suspect; second, 
formally, the policies given by the police to prevent violence in the investigation process against suspects have 
provided definite protection, but in the field sometimes these policies are ignored in order to achieve the 
objectives or maximum results of the investigation process. 
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PENDAHULUAN 

Adanya hukum menjadikan suatu aturan yang diletakan di tengah-tengah kehidupan 
bermasyarakat. Hukum bekerja dalam kehidupan sosial. Semakin majemuk masyarakat 
semakin komplek pula hukum dan bekerjanyapun semakin luas cakrawalanya.1 Hukum 
adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah 
laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. 
Seperti dalam tujuan hukum pidana yakni tujuan daripada hukum itu sendiri adalah untuk 
menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (general 
preventie), untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik 
menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya (special preventie). 
Namun secara keseluruhan, makna dari tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi 
masyarakat. Hukum di Negara Indonesia yang landasan hukumnya adalah Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KUHP dan KUHAP dan termasuk hukum yang lainya. 
hukum sudah dipastikan ada penegak untuk melaksanakannya agar hukum berjalan dengan 
sebagaimana mestinya, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi dan penegak hukum yang 

                                                             
1 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta, 2014), hlm. 7  
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lainya. Merekalah yang berprofesi sebagai penegak hukum dan mengerti bagaimana 
pelaksanaannya. Karena penegak hukum adalah manusia, perlu ada yang mengatur agar 
mereka tidak melakukan hal yang melampaui batas dalam menjalankan tugasnya. Tidak 
menutup kemungkinan penegak hukum itu sendiri yang melanggar hukum. Seperti dalam 
penyidikan, polisi melakukan penyiksaan kepada tersangka dan terdakwa agar mereka 
mengakui tindak pidana yang disangkakan meskipun dalam hukum kita juga menjujung 
tinggi pengaturan Hak Asasi Manusia setiap orang dengan tidak melihat siapapun itu, yang 
mana perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama 
dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar 
dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka 
negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang 
sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang 
adil mencakup sekurang-kurangnya:2 

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa; 
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); 
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri 

sepenuhnya. 
Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara 
umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap 
semua tindak pidana. Namun  demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak 
mengurangi apa yang menjadi hak-hak dari seseorang yang disangka telah melakukan 
tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hukum 
Acara Pidana dimuat ketentuan-ketentuan antara lain mengenai bagaimana cara para 
penegak hukum bertindak untuk menegakkan Hukum Pidana.  Para penegak hukum, yaitu 
Polisi, Jaksa dan Hakim, pada dasarnya memiliki posisi yang lebih kuat daripada tersangka 
dan terdakwa. Dengan posisi yang seperti ini, maka cenderung mudah terjadi di mana 
tersangka dan terdakwa mendapat tekanan-tekanan tertentu dari penegak hukum. Oleh 
karenanya, belakang ini makin kuat pendapat bahwa tersangka dan terdakwa perlu 
mendapatkan hak-hak tertentu yang berupa pengakuan dan perlindungan terhadap Hak 
Asasi Manusia. 

Untuk imemberikan iperlindungan ihukum iterhadap iseorang itersangka, imaka iUndang-
Undang iNomor i8 iTahun i1981 itentang iHukum iAcara iPidana iharus idirealisasikan, 
ikhususnya idi idalam ipenyidikan iperkara ipidana, ikarena ipada itahap iinterogasi i/ ipenyidikan 
isering iterjadi itindakan isewenang-wenang idari ipenyidik iterhadap itersangka iyang ididuga 
imelakukan itindak ipidana. iTindakan iini idilakukan isebagai iupaya iuntuk imendapatkan 
ipengakuan iatau iketerangan ilangsung idari itersangka, inamun icara-cara iyang idilakukan 
iseringkali itidak idapat idibenarkan isecara ihukum. iTersangka idalam imemberikan 
iketerangan ikepada ipenyidik iharus isecara ibebas itanpa iadanya itekanan iatau ipaksaan idari 
ipenyidik, isehingga ipemeriksaan idapat itercapai itanpa imenyimpang idari iyang isebenarnya. 
iPada itingkat ipemeriksaan, ipenyidik ihanyalah imencatat iketerangan iyang idiberikan 
itersangka itanpa iharus imelakukan itindakan ipaksa iagar itersangka imemberikan iketerangan 
iyang idibutuhkan. 

Cara-cara ikekerasan imenurut iketentuan iKUHAP itidak idapat idibenarkan ikarena 
imerupakan itindakan iyang imelanggar ihukum. iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i1981 
itentang iHukum iAcara iPidana itelah imemberikan ijaminan ihukum iatas idiri itersangka iguna 
imendapat iperlindungan iatas ihak-haknya idan imendapat iperlakuan iyang iadil idi idepan 
ihukum, ipembuktian isalah iatau itidaknya iseorang itersangka iatau iterdakwa iharus idilakukan 
ididepan isidang iPengadilan iyang iterbuka iuntuk iumum. iOleh ikarena iitu iWirjono 
iProdjodikoro iberpendapat, ibahwa i“kepentingan ihukum idari iindividu idalam ihal iini iadalah 

                                                             
2 Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan 

Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia (Bandung, 2003), hlm. 32. 
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ipihak iyang imemperoleh itindakan ipenangkapan iserta ipenahanan iatas itersangka iharus 
idiperhatikan iserta iharus idilindungi, ijangan isampai imendapat itindakan isewenang-wenang 
idari ipetugas ipenegak ihukum”.3 

Proses iperadilan ipidana iyang idimulai idari iproses ipenyidikan ihingga iproses iperadilan, 
itelah ibanyak iditemukan ikekeliruan, idalam ihal iini ibanyak ikesalahan iatau ikelemahan idalam 
iproses ipenyidikan idalam ihal ipenetapan itersangka. iPenetapan itersangka ioleh iPenyidik 
iKepolisian idalam ihal itindak ipidana, isering imengalami ikesulitan idalam ihal imenemukan 
ibarang ibukti iyang iada. iPenetapan itersangka iyang idilakukan ioleh iPenyidik idilakukan 
imelalui iproses ipemeriksaan iberupa iinterogasi iterhadap itersangka. iInterogasi imerupakan 
itugas ipenyidik iuntuk imeminta iatau imemeriksa iorang iyang idicurigai i(si ipelaku) iserta 
isaksi-saksi iyang iada idi itempat ikejadian iperkara i(TKP).  

Proses ipenetapan itersangka iharus imemenuhi iada iatau itidaknya ibukti ipermulaan. iAlat 
ibukti iyang iada idirumuskan idalam iKitab iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana i(KUHAP) 
iyang iterdapat idalam iPasal i184 iKUHAP ialat ibukti iyang isah iialah: iketerangan isaksi, 
iketerangan iahli, isurat, ipetunjuk, iketerangan iterdakwa. iDalam iproses ipenyidikan ihanya 
idimungkinkan iuntuk imemperoleh ialat ibukti iyang isah iberupa iketerangan isaksi, iketerangan 
iahli idan isurat. iSementara, ialat ibukti iberupa ipetunjuk idiperoleh idari ipenilaian ihakim 
isetelah imelakukan ipemeriksaan idi idalam ipersidangan, idan ialat ibukti iberupa iketerangan 
iterdakwa idiperoleh iketika iseorang iterdakwa idi idalam ipersidangan, isebagaimana ihal 
itersebut ijelas idiatur idi idalam iketentuan iPasal i188 iayat i(3) iKUHAP idan iketentuan iPasal 
i189 iayat i(1) iKUHAP. 

Pemeriksaan iterhadap itersangka iyang idilakukan ioleh ipihak iPenyidik iKepolisian, imasih 
isering idijumpai ibahwa ipengakuan idari itersangka iadalah itarget iyang iharus idikejar ioleh 
iPenyidik. iSesungguhnya ihal iitu iadalah isalah, ikarena isistem ihukum iIndonesia imenghendaki 
ipembuktian iyang iObjektif.4 iartinya ipembuktian iyang idapat ididukung ioleh ikesaksian-
kesaksian idan ialat ibukti, iserta ipembuktian iyang ilogis idari ipara ipihak iyang inetral. 
iPemeriksaan iterhadap itersangka ibukanlah imerupakan ikunci iada iatau itidaknya iperkara 
ipidana iitu iterjadi, itetapi ilebih ikepada iada iatau itidaknya iketerangan isaksi-saksi iyang 
irelevan iatau iyang isesuai iterhadap iperkara iini. 

Dalam imenjalani iproses ipenyidikan, ipenyidik iharus imemperhatikan ihak-hak iasasi 
imanusia iyang idijadikan isalah isatu ilandasan ipokok iserta imenjiwai iKUHAP, iserta iwajib 
imemperhatikan iasas i“equality ibefore ithe ilaw” idan iasas ipraduga itak ibersalah isehingga ihak 
iasasi iseseorang itersebut idihormati idan idijunjung itinggi iharkat imartabatnya. iOleh 
ikarenanya ipenyidikan itindak ipidana isebagai isalah isatu itahap idari ipada ipenegakan ihukum 
ipidana iharus idilaksanakan iberdasarkan iketentuan idan iperaturan iperundang-undangan 
iyang iberlaku. iSelanjutnya, isering ikali iterjadi ikekerasan idalam iproses ipenyidikannya. 
iPerlakuan iyang iseperti iitu, ikadang imenciderai ihak-hak itersangka idalam iproses 
ipenyidikan. iPada ikenyataannya iPenyidik iKepolisian ilebih icenderung iuntuk imemaksa isi 
ipelaku iuntuk imengakui iperbuatannya idengan isegala icara, ibaik idengan imenggunakan 
ikekerasan iataupun idengan imenggunakan ipertanyaan-pertanyaan iyang imenjebak isi 
ipelaku. iHal iini ijelas isangat itidak irelevan idengan iaturan iyang itermuat idalam iUndang-
Undang iNomor i8 itahun i1981 itentang iKitab iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana 
i(KUHAP), idimana itersangka imempunyai ihak iyang iharus idilindungi idan idihormati ioleh 
iorang ilain ibaik iitu iPenyidik imaupun isi iKuasa iHukum idari ikorban. Seperti ihalnya idalam 
ipengaturan ihukum ipidana ibahwasannya iuntuk isemua itindakan ikekerasan iataupun 
itekanan iyang idilakukan ipihak ikepolisian itidak idibenarkan iseperti ipada iKUHAP iBab iIV, 
iBagian iKesatu, iPasal i4-12, ikemudian iPasal i16-19 itentang ipenggunaan iupaya ipaksa i(dwang 
imiddelen), iPasal i32-49 itentang ikewajiban imembuat iBAP. iSelain iitu, ipada iBab iXIV, iPasal 
i102-136 ijuga idiatur imengenai itekhnis-tekhnis ipelaksanaan itugas idan ifungsi itersebut. 
iMeskipun ihal iitu isudah idiatur, inamun ibagaimana idengan ipelaksanaannya. 
                                                             

3 iWirjono iProdjodikoro, iHukum iAcara iPidana idi iIndonesia (iBandung, i1982), ihlm. i47 
4 iHartono, iPenyidikan idan iPenegakan iHukum iPidana iMelalui iPendekatan iHukum iProgresif i(Jakarta, 

i2012), ihlm. i154 
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Persoalannya iadalah, ijika iketentuan-ketentuan idi iatas idikaitkan idengan ibagaimana 
iimplementasi iperlindungan ihak-hak imanusia i(tersangka) idalam iKUHAP, iterdapat 
ikesenjangan iyang icukup isignifikan. iKarena iketentuan-ketentuan itersebut imemberikan 
ikewenangan idan ikeleluasaan ikepada ipenyidik iuntuk imelakukan i“serangkaian itindakan”. 
iPada ikenyataannya, imeskipun iserangkaian itindakan iitu iharus ididasarkan ipada iketentuan 
ihukum, itetapi idalam iprakteknya iserangkaian itindakan itersebut imalah imenjadi i“aktor” 
ipelanggar ihak-hak imanusia i(tersangka). iHal iini idisebabkan ikarena ibesarnya ikewenangan 
iyang idiberikan iundang-undang, iserta isebagian irumusan-rumusan ipasal idalam iKUHAP 
isendiri imemberikan ipeluang iuntuk iterjadinya ipelanggaran itersebut. Peluang iuntuk 
iterjadinya ipenggunaan iwewenang iyang iberlebihan iitu imisalnya iterlihat ipada irumusan 
iPasal i5 iayat i(1) ihuruf ia ibutir i4 iyang imenyatakan ipenyidik idapat i“mengadakan itindakan 
ilain imenurut ihukum iyang ibertanggung ijawab”. iSekalipun irumusannya ikabur idan itidak 
ijelas, irumusan ipasal iini imemberi ikeleluasaan ikepada iPenyidik iuntuk ibertindak isemaunya, 
idengan ialasan ibahwa itindakan iyang idilakukan itersebut imerupakan itindakan ikeharusan 
idan imasih iselaras idengan iwewenang isebagaimana idiatur idalam irumusan-rumusan 
isebelumnya. iPelanggaran-pelanggaran itersebut idapat iberupa ipelanggaran iprosedur 
isampai ipada ipelanggaran iberat iseperti irekayasa isaksi idan irekayasa ibukti-bukti isuatu 
iperkara.5 

Padahal, iSalah isatu ipokok iyang imendapatkan iperhatian idalam imasyarakat iadalah 
imengenai ibagaimana iperilaku iPolisi idalam imelakukan ipemeriksaan i(interogasi) iterhadap 
itersangka. i iApa iyang imenjadi ikewajiban iPenyidik, idi ilain ipihak imerupakan ihak idari 
itersangka. iJadi, ijika ikewajiban-kewajiban iyang iditentukan ioleh iKUHAP idiperhatikan idan 
idilaksanakan oleh iPenyidik idalam imelakukan ipemeriksaan i(interogasi) iterhadap 
itersangka, imaka iini iakan iberarti idilaksanakannya iperlindungan iterhadap iHak iAsasi 
iManusia idari itersangka. iJika itidak, imaka iitu iberarti itelah iterjadi ipelanggaran iterhadap iHak 
iAsasi iManusia idari itersangka. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh perumusan masalah 
sebagai berikut: bagaimanakah iperlakuan ipenyidik iterhadap itersangka ipelaku itindak 
ipidana idalam iproses ipenyidikan idi iUnit iReskrim iPolres iKabupaten iLumajang?; dan 
bagaimanakah isolusi iyang idiberikan ioleh ipihak iKepolisian iuntuk imencegah iterjadinya 
ikekerasan idalam iproses ipenyidikan iterhadap itersangka ipelaku itindak ipidana idi iwilayah 
ihukum iKepolisian iResort iLumajang. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk imengetahui iperlakuan ipenyidik iterhadap 
itersangka ipelaku itindak ipidana idalam iproses ipenyidikan idi iUnit iReskrim iPolres 
iKabupaten iLumajang serta untuk imenganalisis isolusi iyang idiberikan ioleh ipihak iKepolisian 
iuntuk imencegah iterjadinya ikekerasan idalam iproses ipenyidikan iterhadap itersangka ipelaku 
itindak ipidana idi iwilayah ihukum iKepolisian iResort iLumajang.  

 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang memiliki suatu metode yang 
berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang 
sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.6 Dalam sebuah penelitian harus penting 
sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam 
metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh 
terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum. Metode pendekatan yang dipakai adalah 
pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma 
atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui 
bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari 
sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi 

                                                             
5 iM. iYahya iHarahap, iPembahasan iPermasalahan iPenerapan iKUHAP  (Jakarta, i2002), ihlm. i106 
6Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung, 2004), hal. 57 
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kehidupan sosial.7  Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Lumajang 
khususnya pada Unit Reskrim, dimana lokasi tersebut merupakan tempat dalam 
penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan. Judul yang diambil merupakan suatu 
pemikiran penulis dalam melihat sehari-hari dalam penanganan pelaku tindak pidana di 
Unit Reskrim Polres Lumajang. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, dapat dijadikan 
lokasi penelitian guna mendeskripsikan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 
ini. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perlakuan iPenyidik iTerhadap iTersangka iPelaku iTindak iPidana iDalam iProses 
iPenyidikan iDi iUnit iReskrim iKepolisian iResort i(Polres) iKabupaten iLumajang 
Berdasarkan iketentuan iPasal i1 iangka i14 iUndang iUndang iNomor i8 iTahun i1981 itentang 

iHukum iAcara iPidana i i(KUHAP) imenyebutkan ibahwa: 
“tersangka iadalah iseorang iyang ikarena iperbuatannya iatau ikeadaannya, iberdasarkan 
ibukti ipermulaan ipatut ididuga isebagai ipelaku itindak ipidana”. 

Pada tahapan iini iseseorang iditetapkan isebagai itersangka ihanya iberdasarkan ibukti 
ipermulaan iyang ididapat idari ihasil ipenyelidikan iyang idilakukan ioleh ikepolisian. 
iBerdasarkan ibukti ipermulaan iini ikemudian iseseorang ipatut ididuga isebagai ipelaku itindak 
ipidana. iKeputusan ipenyidik iuntuk imenetapkan iseseorang isebagai itersangka imerupakan 
itindak ilanjut idari isebuah iproses ihukum ipenyelidikan iyang idilakukan ioleh ikepolisian. 
iBerdasarkan iketentuan iPasal i1 iangka i5 iKUHAP imenyebutkan ibahwa: 

 i“Penyelidikan iadalah iserangkaian itindakan ipenyelidik iuntuk imencari idan 
menemukan isuatu iperistiwa iyang ididuga isebagai itindak ipidana iguna imenentukan 
idapat iatau itidaknya idilakukan ipenyidikan imenurut icara iyang idiatur idalam iundang-
undang iini” 

Kriteria iapa iyang idipergunakan ioleh ipenyelidik iuntuk imenentukan ibahwa isuatu 
iperbuatan imerupakan isuatu iperbuatan ipidana, isehingga idapat iditingkatkan ike iproses 
ihukum ipenyidikan. iUntuk imenjawab ihal iini iperlu ikiranya iseorang ipenyelidik imempunyai 
ikemampuan iuntuk imengidentifikasi isuatu iperbuatan iatau iperistiwa isebagai itindak ipidana 
idengan imenggunakan iilmu ihukum ipidana. iSecara iumum idapat idikemukakan idisini ibahwa 
iyang idimaksud idengan itindak ipidana iadalah iperbuatan iyang idilarang iuntuk idilakukan 
iatau imengabaikan isuatu ikeharusan iyang idiwajibkan ioleh iundang-undang, iyang iapabila 
idilakukan iatau idiabaikan idiancam idengan ihukuman. iDari ipengertian iumum itindak ipidana 
iini idapat idiketahui ibahwa isetiap iperbuatan iyang idigolongkan isebagai itindak ipidana iharus 
imengandung iunsur imelawan ihukum, iyaitu imelanggar ilarangan iundang-undang iatau 
imengabaikan isuatu ikeharusan iyang idiwajibkan ioleh iundang-undang, iyang idilakukan 
idengan isengaja iatau ikarena ikealpaanya, iatas ipelanggaran itersebut idiancam idengan 
ipidana. 

Jika ihasil idari iproses ihukum ipenyelidikan iberkesimpulan, ipenyelidik iberkeyakinan 
ibahwa iperbuatan iatau iperistiwa iini imerupakan itindak ipidana, imaka iproses ihukum isudah 
ibarang itentu idinaikkan i iketingkat iproses ihukum ipenyidikan. iBerdasarkan iketentuan iPasal 
i1 iangka i2 iKUHAP imenyebutkan ibahwa: 

“Penyidikan adalah iserangkaian itindakan ipenyidik idalam ihal idan imenurut icara iyang 
idiatur idalam iundang-undang iini iuntuk imencari iserta imengumpukan ibukti iyang 
iterjadi idan iguna imenemukan itersangkanya”. 

Ketentuan iini itidak imemberikan ipenjelasan iyang ikonkrit iapa idan ibagaimana iyang 
idimaksud iserangkaian itindakan ipenyidik iitu, isedangkan iketentuan iPasal i7 iayat i(1) ihanya 
imemberikan ikewenangan iapabila iproses ihukum ipenyidikan idilakukan. iSatu ihal iyang 
icukup imenarik idisini iadalah ikapan idapat idikatakan ibahwa ipenyidikan itelah idimulai. 

                                                             
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990) hlm. 34-35 
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Selanjutnya perihal pelaksana penyidikan, yakni Kepolisian. Aparat iKepolisian 
imerupakan isalah isatu iaparat ipenegak ihukum, isebagai ialat inegara iyang iberperan idalam 
imemelihara ikeamanan idan iketertiban imasyarakat, iserta imemberikan iperlindungan, 
ipengayoman, idan ipelayanan ipada imasyarakat. iSebagaimana itelah idiketahui ibahwa iAparat 
iKepolisian imemiliki idua ifungsi iyakni ifungsi ipreventif idalam irangka ipencegahan idan ifungsi 
irepresif iyaitu isebagai ipenegak ihukum idalam ipemberantasan ikejahatan. iOleh ikarena iitu, 
iPolisi ipaling isering ibersinggungan idengan imasyarakat iterutama iketika iterjadi isuatu itindak 
ipidana. 

Dengan iadanya ifungsi irepresif, ipolisi itidak ilepas idari iperan idalam ibidang iperadilan. 
iDalam ibidang iini, ikepolisian imempunyai itugas iuntuk imelakukan ipenyelidikan idan 
ipenyidikan. iSesuai idengan iPasal i1 iangka i1 iKitab iUndang i– iUndang iHukum iAcara iPidana 
i(KUHAP), ipenyidik iadalah ipejabat ipolisi inegara iRepublik iIndonesia iatau ipejabat ipegawai 
inegeri isipil itertentu iyang idiberi iwewenang ikhusus ioleh iundang-undang iuntuk imelakukan 
ipenyidikan. 

Dalam iproses ipenyidikan itidak ihanya imencari ipengakuan idari itersangka, itetapi 
imengumpulkan ialat-alat ibukti ipermulaan idan isaksi iagar idapat imendukung iuntuk 
imembuktikan iadanya isuatu itindak ipidana. iPenyidik ipun idiberikan ikewenangan 
imelakukan itindakan-tindakan itertentu, iagar imenyelesaikan iproses ipenyidikan idan iapabila 
i2 ialat ibukti iyang icukup iP21 isiap idiserahkan ikepada ipenuntut iumum iuntuk idiproses ilebih 
ilanjut. iSalah isatu irangkaian iterpenting iyang itermasuk ike idalam iproses ipenyidikan iadalah 
itahap iinterogasi. 

Interogasi imerupakan ipertanyaan iatau ipemeriksaan iterhadap iseseorang imelalui 
ipertanyaan ilisan iyang ibersistem. iMaka, idalam itahap iinterogasi ibertujuan iuntuk 
imendapatkan iketerangan idan ikejelasan ipada isuatu itindak ipidana. iDalam itahap iini iseorang 
ipenyidik iyaitu ipolisi imenginterogasi itersangka idengan imenggunakan iteknik-teknik 
itertentu iuntuk imenggali iinformasi idari itersangka. iNamun, itersangka ikerap ikali ikurang 
iberkontribusi isaat imemberikan iketerangan iyang ijujur idan isebenarnya. 

Saat itersangkap imemberikan iketerangaan iyang iberbelit-belit idan iberubah-ubah, 
ipenyidik iakan imengalami ikesulitan iuntuk imendapatkan iketerangan iyang idiperlukan idan 
imenghambat ikelancaran ipemeriksaan. iMaka, ibanyak ipara ipenyidik imemilih iuntuk 
imenggunakan ikekerasan iberupa ipenyiksaan idalam itahap iinterogasi idemi imendapatkan 
iketerangan iatau ipengakuan idari itersangka. iInilah iyang imembuat ikesan ibahwa icara 
ikekerasan idalam itahap ipenyidikan idianggap ibiasa idan idiamini ibanyak ipihak. iBahkan, 
idianggap isebagai isuatu ikewajaran ikalau itidak imau idibilang isudah imenjadi isuatu 
ikeharusan. 

Padahal ihal iini imelanggar iHak iAsasi iManusia, iprofesionalisme ikepolisian idalam 
imenjalankan itugas itelah idi iatur ipada ipasal i4 iPEKAPOLRI iNo.15 iTahun i2006 itentang iKode 
iEtik iProfesi iPenyidik iKepolisian iNegara iRepublik iIndonesia, idalam ikode ietik itersebut itelah 
idiatur itentang ibagaimana imelakukan iproses ipenyidikan iyang itidak imelanggar ihukum idan 
isesuai idengan inilai inilai ihak iasasi imanusia. iKarena idengan imenggunakan ikekerasaan 
iberupa ipenyiksaan idan iancaman idapat imenimbulkan itraumatic iphsicis ikepada ipara 
itersangka. 

Namun ibila iterjadi ikekerasan, ihal iini idisebabkan ibanyak ifaktor, iyaknii: 
a. Pertanggungjawaban idalam ibertugas; 
b. Tuntutan iprofesi; 
c. Tuntutan idari ikepercayaan imasyarakat idalam imenegakkan ikeadilan; 
d. Sumber idaya imanusia isebagai iseorang ipenyidik. 

Dari beberapa ifaktor itersebut inampak ibahwasannya iseorang ipenyidik imemang iharus 
imemiliki iemosional iyang ibagus, iserta imemiliki ikelihaian idalam imenginterogasi. iDalam 
ituntutan iprofesi, iseyogyanya ipimpinan ijuga iharus imemahami ibahwasannya iproses 
ipenyidikan itidak idapat idilakukan idengan imuda, inamun iharus ipenuh idengan ikesabaran. 
iDengan idemikian, ituntutan idari imasyarakat ipun iakan iterlaksana idengan ibaik, iyakni 
imempercayai iatau imenaruh iharapan itinggi iterhadap iinstansi ikepolisian idalam imelakukan 
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ipenyidikan. iNamun iapabila iterjadi ikekerasan iatau ipenganiayaan iyang idilakukan ioleh 
ipenyidik, iinstansi ikepolisian ipun iakan itercoreng ijuga, idan idari isitu itingkat ikepercayaan 
imasyarakat iakan imenurun. 

Maka idari iitu ikekerasan idalam iproses ipenyidikan iharus idihindari ioleh ipara ipenyidik 
ikarena imerupakan itindakan iyang imelawan ihukum idan itidak isesuai idengan inorma iagama 
idan isosial idalam imasyarakat. iTentu ibukan isuatu ihal imudah iuntuk imenggali iketerangan 
idari iseorang itersangka, isehingga ipara ipenyidik iharus imemiliki iteknik idan iketerampilan 
isendiri idalam iproses ipemeriksaan iselain imenggunakan ikekerasaan. iPolisi iharus 
imenyadari ibahwa iyang imenentukan ibersalah iatau itidak iseorang itersangka iatau iterdakwa 
iadalah ihakim idan imemfokuskan iuntuk imenemukan ibukti idan isaksi idari ipada ipengakuan 
itersangka. 

Secara formil, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak perlindungan bagi 
dirinya dalam proses penyidikan. iOleh ikarena iitu isangat ipenting itersangka iatau iterdakwa 
iuntuk imelakukan ipembelaan idiri. iSeseorang iyang idisangka imelakukan iperbuatan ipidana 
ikemudian iditangkap, imemiliki ibanyak ijenis ihak-hak ifundamental idari itersangka iyang 
iterancam iberkaitan idengan isuatu iproses ihukum. Adapun ihak itersangka idalam ipenyidikan 
iperkara idisebutkan idalam iKUHAP iyakni isebagai iberikut: 

a. Hak iuntuk isegera imendapatkan ipemeriksaan; 
b. Hak iuntuk idiberitahukan idengan ibahasa iyang idimengerti; 
c. Hak memberikan keterangan secara bebas; 
d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa; 
e. Hak mendapat bantuan penasihat hukum; 
f. Hak menghubungi penasihat hukum; 
g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi; 
h. Hak menerima kunjungan keluarga; 
i. Hak menerima dan mengirim surat; 
j. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum; 
k. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan; 
l. Hak menuntut ganti rugi; 
m. Hak memperoleh rahabilitasi; 

Selanjutnya, hak-hak tersangka juga dijelaskan dalam Pasal 10 Perkapolri Nomor 6 
Tahun 2019 yang terdiri dari: 

a. Pembinaan kerohanian dan jasmani; 
b. Hak mendapatkan makanan yang layak; 
c. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; 
d. Hak untuk mendapatkan standar pakaian; 
e. Hak untuk mendapatkan kunjungan; 
f. Hak untuk menyampaikan keluhan; 
g. Hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polres Lumajang, menunjukkan bahwa 
secara aturan yang ada sudah dipenuhi. Dengan idemikian ipraktek iatau iimplementasi 
iperlindungan ihukum ibagi itersangka idalam iproses ipenyidikan iyang iditangani ioleh iPolres 
iLumajang idalam ilingkup ipenyidikan, imenurut ipenulis isudah isesuai idengan iperaturan 
iperundang-undangan iyang iada, itanpa imengabaikan ihak-hak itersangka isebagaimana idiatur 
idalam iKUHAP. iMeskipun idemikian, imasih ibanyak iterdengar ikabar iatau ipemberitaan idi 
iluar isana ibahwasannya isering iterjadi ipenyiksaan idalam iproses ipenyidikan. iInfo itersebut 
imemang ibenar iadanya, ibahkan ibanyak ibukti-bukti ipenyiksaan idan idari ihasil ipenyiksaan 
iitu isampai imengahntarkan itersangka ipada ikematian, namun kejadian tersebut tidak terjadi 
pada kegiatan penyidikan lingkup Polres Lumajang. 
2. Solusi Yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian Untuk Mencegah Terjadinya 

Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana 
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Lumajang 
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Solusi dari Kepolisian sendiri menyatakan bahwa telah adanya aturan berupa Peraturan 
Kapolri yang mengatur itu, yakni Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan 
Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik 
Indoensia. Perkap itersebut imemuat iberbagai iinstrumen iHAM ibaik inasional imaupun 
iinternasional isebagai ikonsiderans, idan iberfungsi isebagai istandar ietika ipelayanan idan icode 
iof iconduct ibagi ikepolisian. iPerkap iini imengedepankan iprinsip ipenegakan ihukum ioleh iPolri 
iyaitu ilegalitas, inesesitas idan iproporsionalitas. iAdanya iPerkap iini imenjadi ikontras idengan 
ifakta idi ilapangan idimana ipelanggaran iHAM ioleh iaparat ikepolisian itetap imarak. iJika idilihat 
iisi iPerkap itersebut imaka ibisa idikatakan isangat iideal, ibahkan ilebih ibaik idaripada iUU idan 
iKUHAP iyang iberlaku isaat iini idi iIndonesia. 

Secara ikhusus iPerkap iini imendaftar isejumlah iHAM iyang itermasuk idalam icakupan 
itugas iPolri, iyaitu:8 

a. hak imemperoleh ikeadilan: isetiap iorang, itanpa idiskriminasi, iberhak iuntuk imemperoleh 
ikeadilan idengan imengajukan ipermohonan ipengaduan idan ilaporan idalam iperkara 
ipidana, iserta idiadili imelalui iproses iperadilan iyang ibebas idan itidak imemihak, isesuai 
idengan ihukum iacara iyang imenjamin ipemeriksaan isecara iobjektif ioleh ihakim iyang 
ijujur idan iadil iuntuk imemperoleh iputusan iadil idan ibenar; 

b. hak iatas ikebebasan ipribadi: isetiap iorang ibebas imemilih idan imempunyai ikeyakinan 
ipolitik, imengeluarkan ipendapat idi imuka iumum, imemeluk iagama imasing-masing, itidak 
iboleh idiperbudak, imemilih ikewarganegaraan itanpa idiskriminasi, ibebas ibergerak, 
iberpindah idan ibertempat itinggal idi iwilayah iRI; 

c. hak iatas irasa iaman: isetiap iorang iberhak iatas iperlindungan idiri ipribadi, ikeluarga, 
ikehormatan, imartabat, ihak imilik, irasa iaman idan itenteram iserta iperlindungan 
iterhadap iancaman iketakutan iuntuk iberbuat iatau itidak iberbuat isesuatu; 

d. hak ibebas idari ipenangkapan isewenang-wenang, ihak ibebas idari ipenghilangan isecara 
ipaksa; 

e. hak ikhusus iperempuan: iperlindungan ikhusus iterhadap iperempuan idari iancaman idan 
itindakan ikejahatan, ikekerasan idan idiskriminasi iyang iterjadi idalam imaupun idi iluar 
irumah itangga iyang idilakukan isemata-mata ikarena idia iperempuan; 

f. hak ikhusus ianak: iperlindungan/perlakuan ikhusus iterhadap ianak iyang imenjadi ikorban 
ikejahatan idan ianak iyang iberhadapan idengan ihukum, iyaitu: ihak inondiskriminasi, 
ikepentingan iterbaik ibagi ianak, ihak iuntuk ihidup, ikelangsungan ihidup idan 
iperkembangan iserta ipenghargaan iterhadap ipendapat ianak; 

g. hak ikhusus imasyarakat iadat; idan 
h. hak ikhusus ikelompok iminoritas, iseperti ietnis, iagama, ipenyandang icacat, iorientasi 

iseksual. 
Selanjutnya, agar dalam iproses ipenyidikan imencapai ihasil iyang idiharapkan, imaka iperlu 

iadanya iregulasi ikebijakan idengan idiberlakukannya ipengawasan ikepada ipenyidik iyang 
imelakukan ipenyidikan. iSeperti ihalnya ipada isaat idilakukan ipenyidikan, itersangka iwajib 
ididampingi iseorang ipenasihat ihukum iyang isifatnya iadalah ipasif. Pada iproses ipenyidikan 
iinilah i isering iterjadi ipelanggaran iseperti iinterogasi iyang iberlebihan, ipenyiksaan idan 
ipenganiayaan. iSehingga idari isisi iinilah iusulan ipenulis iagar itersangka iselalu ididampingi 
ioleh ipenasihat ihukumnya. iHal iini idilakukan isebagai iupaya iuntuk imenghindari ihal-hal iyang 
itidak idiinginkan. iDisisi ilain, isemisal itersangka itidak idapat imemakai ijasa ipenasehat ihukum 
iuntuk imendampingi idirinya, imaka iperlu iadanya ikehadiran inegara idisini, iyakni inegara 
imenghadirkan ipenasihat ihukum iatau ibantuan ihukum icuma-cuma. 
 
PENUTUP 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
perlakuan penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di 

                                                             
8 iLihat iPasal i6 iPeraturan iKapolri iNomor i8 iTahun i2009 itentang iImplementasi iPrinsip idan iStandar iHak iAsasi 

iManusia idalam iPenyelenggaraan iTugas iKepolisian iNegara iRepublik iIndonesia 
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unit Reskrim Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan 
peraturan yang ada, dari segi penghormatan hak asasi, pengakuan dan perlindungan 
sehingga tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepada tersangka dalam 
proses penyidikan. Namun disisi lain, penyidik terkadang juga kurang atau bahkan tidak 
memberikan informasi tentang hak-hak yang didapatkan oleh tersangka seperti halnya 
dapat menghubungi penasihat hukumnya.serta secara formil, kebijakan yang diberikan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan terhadap 
tersangka sudah memberikan perlindungan yang pasti, namun di lapangan terkadang 
kebijakan-kebijakan tersebut diabaikan demi tercapainya tujuan atau hasil maksimal dari 
proses penyidikan seperti halnya pemenuhan hak-hak tersangka yang seharusnya 
disampaikan terlebih dahulu oleh pihak penyidik seperti mendapatkan hak untuk 
didampingi oleh pengacara. Padahal, secara garis besar, sudah dapat disimpulkan 
bahwasannya setiap tersangka memiliki hak asasi untuk dilindungi dan bebas dari tekanan, 
penyiksaan atau pun penganiayaan. 
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